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(E)  Isi Abstrak  

Kepailitan terjadi tidak hanya bagi perusahaan bermodal kecil, perusahaan 

dengan nama atau brand besar pun tidak lepas dari risiko kepailitan. Bahkan 

penyitaan asset perusahaan yang pailitpun mengalami kendala dan boedel 

pailit tidak mencukupi untuk menutap utang kreditor. Permasalahan yang 

dihadapi dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana akibat hukum dan 

apa upaya hukum bagi kreditor jika boedel pailit tidak mencukupi dan apakah   

harta    pribadi   direktur   bisa   dieksekusi dalam kasus kepailitan ini. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian 

hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum bagi 

kreditor jika boedel pailit tidak mencukupi, tentunya dalam hal ini Pengadilan 

Niaga dapat memerintahkan supaya kepailitan dicabut apabila harta pailit 

tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan (Pasal 18 ayat (1) UUK-

PKPU). Dengan dijatuhkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 

1397K/Pdt.Sus-Pailit/2017 pernyataan pailit, baik itu yang diajukan oleh 

debitor, kreditor atau pihak lain yang berwenang sesuai ketentuan dalam 

UUK-PKPU, maka sejak tanggal dibacakannya putusan pailit, debitor 

kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang 

termasuk dalam harta pailit. Debitor berkewajiban untuk membayarkan 

utangnya kepada para kreditornya, sedangkan para kreditor berhak untuk 

menerima pelunasan utangnya dari debitor sesuai dengan total tagihan dan 

cara pembayaran yang telah ditentukan dalam perjanjian. Upaya hukum bagi 

kreditor jika boedel pailit tidak mencukupi, tentu dalam hal ini mengacu pada 

putusan pencabutan pernyataan pailit, UUK-PKPU melalui Pasal 19 ayat (2) 

membuka upaya hukum bagi para pihak yang tidak puas atas putusan tersebut 

dengan mengajukan Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali ke Mahkamah 

Agung.  Terkait dengan apakah   harta    pribadi   direktur   bisa   dieksekusi 

dalam kasus kepailitan, tentunya dalam hal ini harta pribadi direktur bisa 

disita pengadilan untuk menutup hutang perusahaan yaitu dengan mengacu 

pada Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU-PKPU, setelah 

dijatuhkan pernyataan pailit haruslah diangkat seorang kurator yang bertugas 

melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, serta hakim pengawas 

yang ditunjuk pengadilan guna mengawasi kegiatan pengurusan dan 

pemberesan. Namun, jika dalam proses pemberesan tersebut diketahui bahwa 



biaya pemberesan lebih besar dari harta yang dimiliki debitor, maka putusan 

pernyataan pailit dapat dicabut 
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